BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 240 /2022

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2022-2027

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 huruf
e Keputusan Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik
Indonesia Nomor 06/PB/2021 tentang Anggaran Rumah
Tangga Persatuan Wredatama Republik Indonesia, perlu
mengukuhkan Pengurus Persatuan Wredatama Republik
Indonesia Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2022-2027
dengan Keputusan Bupati Tabalong;

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6139);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);




Menetapkan
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
tentang Pengawasan Organisasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017
tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi
Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017
tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan
dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan
Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1053);

MEMUTUSKAN:

Mengukuhkan Pengurus Persatuan Wredatama Republik
Indonesia Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2022-2027
dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Persatuan Wredatama Republik
Indonesia Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan

tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal ¢/ %éfz»f&r 2022,

BUPATI TABALONG,

ﬂ ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaika kepada Yth:

Bk koo

Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia di Jakarta.
Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Provinsi di Banjarmasin.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Pengurus yang bersangkutan.




